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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 69/PMK.06/2014 TENTANG PENENTUAN 
KUALITAS PIUTANG DAN PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PADA 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan 
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 serta dalam rangka 
mengoptimalkan penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan 
piutang tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara 
Umum Negara, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan 
mengenai penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang 
tidak tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum 
Negara dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan 
Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada 
Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:  

    
 

Permenkeu RI Nomor 69/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 No.556). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Kementerian/Lembaga dan PPA BUN wajib melakukan Penyisihan Piutang 
Tidak Tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian. Dalam rangka melaksanakan 
prinsip kehati-hatian Kementerian/Lembaga wajib : menilai dan menentukan 
Kualitas Piutang yang dikelola Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya dan 
memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil 
penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan.  
Penentuan Kualitas Piutang yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga 
dilakukan dengan ketentuan: kualitas lancar apabila belum dilakukan 
pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, kualitas 
kurang lancar apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 
Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan, kualitas diragukan apabila 
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua 
tidak dilakukan pelunasan, dan kualitas macet apabila dalam jangka waktu 1 
(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan 
pelunasan atau Piutang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia 
Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

   Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 
2019. 

 


